PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO by Andanari, Ria & Handoko, Sigit
 
 VOLUME 3 NO 3 TANGGAL 15 JULI 2019 
1 
 
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI 
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 
KULON PROGO 
 
Ria Andanari1 ,Sigit Handoko2 
 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas PGRI Yogyakarta 
E-mail : andanaryyria@gmail.com  
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penyelesaian sengketa 
tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Penelitian 
kualitatif dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo yang 
menghasilkan data deskriptif. Subjek penelitian ini sebanyak tiga orang yang terdiri 
dari Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara serta dua orang staff. Analisis data 
menggunakan deskriptif dan deduktif dengan kajian naturalistik sehingga 
menghasilkan kesimpulan berdasarkan dari data yang diperoleh. Metode 
pengumpulan data dengan mengunakan teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Pemeriksaan keabsaahan data menggunakan cara chross check. 
Langkah-langkah analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah 
melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo meliputi tahap (1) 
pra mediasi, (2) tahap mediasi  
 
Kata kunci: Sengketa Tanah, Mediasi.  
 
Abstract 
This study aimed to describe the land dispute resolution through mediation in 
the District Land Office Kulon Progo. The qualitative research was conducted in 
the District Land Office Kulon Progo that produces descriptive data. Subjects of 
this study as many as three people consisting of Disputes Section Head, Conflict 
and Case and two staff. Data analysis using descriptive and deductive with 
naturalistic studies resulting conclusions based on the data obtained. Data 
were collected by using interview, observation and documentation. A inspection 
data using check chross way. The measures include the reduction of data 
analysis, data presentation, and conclusion. The results showed that the land 
dispute resolution through mediation in the District Land Office Kulon Progo 
includes the step (1) pre-mediation, (2) the mediation session.  
 
Keywords : Land Dispute, Mediation. 
 
PENDAHULUAN  
 Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan memiliki luas daratan 
(tanah/lahan) sekitar 190,9 juta hektar, mempunyai lebih dari 17.000 pulau, 6.000 
pulau di antaranya dihuni oleh penduduk (Sitanala Arsyad, 2012:4). Tanah bagi 
bangsa Indonesia merupakan sumber daya yang strategis untuk menunjang 
kehidupan dan meningkatkan kemakmuran, serta tumpuan hidup bagi sebagian besar 
penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan produktif, seperti kegiatan pertanian 
dalam arti luas (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan 
kehutanan), industri, pemukiman dan pariwisata.  
 Terbatasnya luas muka bumi tidak menjamin dengan mudah untuk 
memanfaatkan tanah secara berlebihan. Sifat manusia tidak mudah puas dengan apa 
yang dimiliki mengakibatkan berbagai permasalahan muncul. Misalnya konflik antar 
sesama manusia, dan kerusakan lingkungan atau tanah yang diakibatkan oleh 
perbuatan tidak bertanggungjawab. Permasalahan lain yang muncul yaitu banyaknya 
konflik antar sesama manusia dalam upaya mempertahankan kedudukan atas suatu 
bidang tanah.  
 Berbagai konflik yang muncul bisa diselesaikan dengan berbagai cara. 
Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Bab I, 
Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Negara 
Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 
negara yang berdasar atas hukum (rechstaat), tidak berdasar kekuasaan (machtstaat), 
dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan hukum 
absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Prinsip dasar yang dijunjung tinggi oleh 
setiap warga negara yaitu supremasi hukum; kesetaraan di hadapan hukum; dan 
penegakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (Hendra Nurtjahjo, 
2010:48).  
 Setiap kelompok masyarakat yang ada selalu memiliki permasalahan yang 
berbeda-beda antara yang standar dan praktis. Fungsi hukum dalam kelompok 
sebagai mekanisme kontrol sosial dan mempertahankan eksistensi kelompok. Akhir-
akhir ini cukup marak munculnya sengketa tanah yang dimuat dalam media cetak 
maupun elektronik. Pihak yang bersengketa juga beragam mulai dari individu maupun 
kelompok. Upaya untuk mengatur dan menertibkan masalah pertanahan telah 
dituangkan dalam penjelasan yang lebih rinci tentang penyelesaian masalah 
pertanahan. Telah dikeluarkan peraturan hukum pertanahan yang diawali dengan 
adanya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria, yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), 
sebagai Hukum Agraria Nasional. Landasan bagi pemerintah dan rakyat menyusun 
politik hukum serta kebijaksanaan dibidang pertanahan telah tertuang dalam Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang bunyi “Bumi,air dan kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini menjadikan landasan konstitusional bagi 
pembentukan politik hukum agraria nasional, yang berisi perintah kepada negara agar 
kebijakan dan pengaturan hukum di bidang agraria (khususnya tanah) untuk 
kemakmuran rakyat (Urip Santoso, 2012:46).Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut 
Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat (UUPA) diatur tentang hak-hak atas 
tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya dikelompokkan menjadi tiga 
bagian yaitu:  
1. Hak atas tanah yang bersifat tetap  
2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-undang  
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara (Urip Santoso, 2012:90).  
 Beragamnya hak-hak yang dimiliki seseorang dalam kehidupan sangat 
berpengaruh pada timbulnya permasalahan yang ada di daerah-daerah berkembang. 
Seperti di Kabupaten Kulon Progo dengan Ibu Kota Wates sebagai salah satu dari lima 
Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak paling barat, 
dengan batas wilayah sebelah barat yaitu Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa 
Tengah. Timur yaitu Kabupaten Sleman dan Bantul, Propinsi D.I.Yogyakarta. Utara 
yaitu Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan selatan yaitu Samudera Hindia. 
Kabupaten Kulon Progo memiliki luas wilayah 58.627,512 ha (568,28 km2) terdiri 
dari 12 Kecamatan, 87 Desa dan 1 Kelurahan, 917 Pedukuhan, 1.885 Rukun Warga, 
dan 4.469 Rukun Tetangga. Luas wilayah yang besar dan didukung program 
pemerintah daerah untuk mengadakan pembangunan disegala sektor pasti tidak akan 
lepas dari permasalahan berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji 
lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi di Kantor Pertanahan.  
RUMUSAN MASALAH  
Bagaimana penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Kulon Progo?  
MANFAAT PENELITIAN  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian sejenis di 
masa yang akan datang, mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.  
 
KAJIAN TEORI  
A. Tinjauan tentang Sengketa  
Definisi mengenai sengketa pertanahan mendapat sedikit penekanan dalam 
Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian 
dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang menyatakan bahwa sengketa pertanahan 
adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau 
lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penyebab timbulnya 
sengketa pertanahan saat ini menurut Bernhard (2012:65-66) adalah:  
a. Kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu  
b. Ketimpangan struktur penguasaan tanah 
c. Sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif  
d. Meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga harga tanah tidak dapat dikendalikan  
e. Peraturan-perundangan saling tumpang tindih  
f. Masih banyak tanah terlantar  
g. Kurang cermat notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan 
tugasnya  
h. Belum terdapat persamaan persepsi para penegak hukum khususnya hakim 
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan  
Menurut Nader dan Todd ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan seorang 
dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi, yaitu: Membiarkan saja (lumping 
it), Mengelak (advoidance), Paksaan (coersion), Perundingan (negotiation), 
Mediasi (mediation), Arbitrase, Peradilan (adjudication) (Hendra Nurtjahjo, 
2010:45-46).  
B. Tinjauan tentang Mediasi  
John W. Head, dalam buku Gatot Soemartono (2006:120). Mediasi adalah suatu 
prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk 
berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas 
sengketa tersebut dapat dipahami dan didamaikan. Tetapi tanggungjawab utama 
tercapainya suatu perdamian tetap berada di tangan para pihak masing-masing. 
Menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Petunjuk Teknis 
Penanganan dan Penyelesian Masalah Pertanahan No. 34 tahun 2007, mediator 
diartikan sebagai orang/pejabat yang ditunjuk dari jajaran Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa 
untuk menyelesaikan permasalahannya.  
 
METODE PENELITIAN  
 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif. 
Data diperoleh dari data primer dan data sekunder, subjek penelitian adalah Kepala 
Seksi sengketa, konflik dan perkara beserta dua orang staff. Prosedur pengumpulan 
data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, tahap akhir dilakukan cross check.  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo berdiri di atas tanah Hak Pakai 
dengan sertifikat Hak Pakai No. 19/Pengasih tanggal 19 Juni 1996. Pemerintah RI c.q. 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. KIB.1 Kode Barang 
2.01.01.04.001.1. Bangunan Kantor berstatus Milik sendiri dengan luas bangunan 
1.600m², terdiri dari 1 (satu) blok bangunan 2 (dua) lantai dan 1 (satu) blok bangunan 
1 (satu) lantai. Luas tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo adalah 2.000m². 
Kantor Pertanahan mengalami beberapa kali perpindahan tempat sekarang berada di 
gedung baru yang ditempati tahun 2009 di Jalan Kawijo Pengasih Kulon Progo.  
Tabel 1. Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan tahun 2013-31 
Desember 2015. 
No  Jenis Kasus  Jumlah  Selesai  Belum 
Selesai  
1  Sengketa  3  3  -  
2  Konflik  1  1  1  
3  Perkara  8  7  1  
  
 Setiap Seksi memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Sengketa Tanah yang 
selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang 
perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Pada 
penaganan sengketa dibutuhkan cara yang tepat. Mediasi merupakan penyelesaian 
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 
dengan dibantu oleh mediator. Mediator ialah pihak yang membantu para pihak dalam 
proses perundingan guna mencari alternatif kesepakatan penyelesaian sengketa tanpa 
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian, karena sifatnya 
adalah bukan sebagai lembaga pemutus keadilan. Sebagai mediator memiliki prinsip 
yang harus dijunjung tinggi, mampu mengarahkan para pihak mencari solusi terbaik, 
tidak boleh condong ke salah satu pihak harus netral.  
 Pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo mengacu 
pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Permasalahan yang sering diadukan di 
Kantor Pertanahan terkait dengan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yaitu 
tentang masalah penguasaan dan pemilikan tanah.  
 Tahap-tahap penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan oleh 
Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, yaitu:  
1. Pra mediasi  
a. Penelitian kelengkapan dan keabsahan data dari pengadu; penelitian data dari 
pengadu; pencocokan data yuridis dan data fisik dan data pendukung lainnya; 
kajian kronologi sengketa dan analisis aspek yuridis, fisik dan administrasi. 
Penelitian lapang. Hasil penelitian lapang tersebut kemudian dituangkan dalam 
bentuk Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan  
b. Menjalin hubungan dengan pihak yang bersengketa.  
c. Mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang masalah, 
mengumpulkan dan menganalisis sengketa untuk mengidentifikasi pihak-pihak 
yang terlibat sengketa. Menentukan pokok masalah dan kepentingan para 
pihak.  
d. Menyusun rencana mediasi.  
2. Tahap mediasi  
a. Memulai sesi mediasi.  
b. Merumuskan dan menyerahkan agenda, mengidentifikasi dan mensepakati 
permasalahan-permasalahan yang akan dibahas.  
c. Mengungkapkan kepentingan para pihak.  
d. Mediator mendorong para pihak untuk bersifat terbuka dan mencari alternatif 
penyelesaian masalah secara bersama.  
e. Mediator membantu memberikan win-win solution  
f. Mencapai kesepakatan formal.  
 Setelah mediasi selesai dilaksanakan, apabila mediasi itu terjadi perdamaian 
diantara para pihak kemudian dituangkan dalam berita acara perdamaian dan 
dijadikan alat bukti penyelesaian (hasil kesepakatan dapat dilihat dilampiran). Apabila 
dalam pelaksanaan mediasi tidak dapat terjadi perdamaian maka dianjurkan untuk 
menempuh jalur hukum. Beberapa keuntungan mediasi sebagai alternatif 
penyelesaian sengketa ialah proses dalam penyelesaian sengketa cepat, tidak 
membutuhkan biaya banyak dan selalu mengedepankan musyawarah.  
 Kantor Pertanahan dalam membantu penyelesaian sengketa tanah yang masuk 
dengan cara mediasi menemukan beberapa kendala-kendalayaitu : Ketidakhadiran 
para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak untuk menghadiri undangan, 
apabila dihubungi susah, jalannya mediasi pasti akan terhambat. Kelengkapan berkas-
berkas dan tipologinya tidak jarang Kantor Pertanahan harus menanyakan atau 
mengirimkan surat tentang berkas-berkas yang dibutuhkan karena masyarakat 
kurang begitu paham apa-apa saja yang perlu dilengkapi. Tipologi tanah yang 
diadukan masih berbentuk Letter C, hal ini juga menjadi kendala karena syarat suatu 
sengketa pertanahan bisa dilakukan mediasi apabila sudah dibuat sertifikat. Iktikad 
baik dan perbedaan persepsi dari masing-masing pihak, perbedaaan persepsi, tingkat 
pendidikan dan usia juga sangat berpengaruh. Sikap saling terbuka dan menghargai 




 Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan Kantor Pertanahan 
Kabupaten Kulon Progo adalah melalui mediasi yang berpedoman pada Peraturan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Penyelesaian Kasus Pertanahan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui 
proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 
mediator yang telah menjalani pelatihan khusus. Penyelesaian sengketa pertanahan, 
meliputi: pra mediasi; penelitian kelengkapan dan keabsahan data dari pengadu; 
penelitian data dari pengadu; pencocokan data yuridis dan data fisik dan data 
pendukung lainnya; kajian kronologi sengketa dan analisis aspek yuridis, fisik dan 
administrasi. Penelitian lapangan, dan hasil penelitian lapangan tersebut kemudian 
dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan. Mediasi: 
Penyelenggaraan Gelar Kasus Mediasi dengan penyampaian opsi-opsi. Penyusunan 
Risalah Pengolahan Data (RPD) yang merupakan rangkuman hasil kegiatan 
penanganan kasus pertanahan. Serta penyiapan berita acara dan monitoring evaluasi 
terhadap hasil penanganan sengketa.  
 
DAFTAR PUSTAKA  
Bernhard Limbong. 2012. Konflik Pertanahan. Jakarta: Margaretha Pustaka.  
Gatot Soemartono. 2006. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia.  
Hendra Nurtjahjo. 2010. Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: Salemba 
Humanika.  
Sitanala Arsyad. 2012. Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan. Bogor: Crest Press.  
Urip Santoso. 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana Prenada.  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.  
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 34 tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. 
